
BUPATI LAMONGAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 33 TAHUN 2023 

TENTANG 

[ SALINAN~J 

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a . bahwa dalam rangka pembangunan integritas 
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara serta 
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, 
diperlukan komitmen seluruh Aparatur Negara untuk 
melaporkan harta kekayaannya; 

b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) serta 
untuk memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan 
harta kekayaan terhadap Aparatur Negara, pelaporan 
harta kekayaan cukup melalui Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban 
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lamongan; 

1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

tentang 
Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pernberantasan Korupsi 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2018 N omor 4); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN 
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
LAMONGAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. 
3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten 

Lamongan. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 

adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. lnspektorat adalah unsur pengawas pemerintahan 
daerah yang dipimpin oleh lnspektur yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah 
unsur penunjang urusan pemerintahan bidang 
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia 
yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah Badan U saha yang didirikan oleh 
Pemerintah Kabupaten Lamongan baik yang berbentuk 
Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah. 

9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 
disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk 
dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna 
terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
bersifat independen dan bebas dari pengaruh 
kekuasaan manapun. 

10. Aparatur Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lamongan. 

11. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, 
atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang 
selanjutnya disingkat dengan LHKAN adalah kewajiban 
yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, 
baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) maupun Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan. 

13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh 
harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan 
dalam e-lhkpn KPK. 

14. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek 
pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan; 

15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Pimpinan 
Tinggi. 

16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan. 

17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Administrasi 
pada Instansi Pemerintah. 

18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Fungsional 
pada Instansi Pemerintah. 

20. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta 
wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga 
Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan 
pemerintah daerah. 

21. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN 
karena melanggar ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

22. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang membantu 
kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN. 

23. Unit Pengelola Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan adalah unit yang membantu kelancaran 
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT} Tahunan. 
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Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukum terhadap Aparatur Negara yang wajib 
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan baik dalam 
bentuk LHKPN dan Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan serta tata cara/ mekanisme penyampaian 
laporannya. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan 
Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas 
umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan; 
b. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur 

Negara; dan 
c . Pembinaan dan Pengawasan. 

BAB II 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SURAT 

PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN 

Bagian Kesatu 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

Pasal4 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sebagai berikut: 

a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 
c. Pejabat Eselon II; 
d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; 
e. Camat; 
f. Pejabat Fungsional Auditor Tingkat Madya; 
g. Direksi pada BUMD; 
h. Staf Khusus Bupati berstatus PNS; 
1. Ajudan berstatus PNS; 
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J. Kepala Desa yang menjabat selama 3 (tiga) periode; 
dan 

k. Pejabat lain yang ditentukan oleh KPK. 

Pasal 5 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN 
kepada KPK pada saat: 

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada 
saat pertama kali menjabat; 

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 
Penyelenggara Negara; 

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara 
Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau 
pensiun; atau 

d. masih menjabat. 

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam 
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung 
sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya 
jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah 
berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 
Penyelenggara Negara. 

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun 
sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 
tahun laporan. 

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 
tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

(5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengisi laporan 
harta kekayaan pada e-filling Aplikasi e-LHKPN pada 
alamat www.elhkpn.kpk.go.id; 

(6) Wajib LHKPN yang belum memiliki akun e-filling LHKPN 
mengisi formulir permohonan aktivasi e-filling, 
kemudian menyerahkan formulir beserta fotokopi KTP 
kepada Admin LHKPN di BKPSDM. 

(7) bukti Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa: 
a. lembar penyerahan formu lir LHKPN; 
b. bukti penyerahan Surat Kuasa ke KPK yang 

diserahkan langsung di Kantor KPK atau melalui 
Pos; 

c. tanda terima LHKPN dari KPK, disampaikan kepada 
Unit Pengelola LHKPN Daerah paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah melaporkan. 
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(8) Format permohonan aktivasi e-.filling LHKPN, 
rekapitulasi LHKAN melalui SPT Tahunan, dan Laporan 
Penyampaian LHKAN sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

Pasal 6 

(1) Aparatur Negara diwajibkan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan. 

(2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 
Lingkungan Pemerintah Daerah selain Wajib LHKPN. 

Pasal 7 

(1) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan 
selama Aparatur Negara tidak wajib LHKPN menjabat 
secara rutin. 

(2) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d ilaksanakan 
dengan cara: 
a. pelaporan SPT secara elektronik melalui 

efiling. pajak.go.id 
b. pelaporan manual melalui pengisian formulir 1770/ 

1 770S / 1 770SS yang dikirimkan ke : 

1) TPT tempat Wajib Pajak Terdaftar (KPP Pratama); 
2) tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor 

yang disediakan KPP atau KP2KP tempat Wajib 
Pajak terdaftar seperti Mall Pelayanan Publik 
dan/ a tau lainnya; 

3) melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan 
jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 
pengiriman surat. 

(3) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1) dilaporkan secara periodik setiap 1 
(satu) tahun sekali atas harta kekayaan dan kewajiban 

yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 
tanggal 31 Desember. 

(4) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 
Maret tahun berikutnya. 

(5) Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan 
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bukti penyampaiannya disampaikan oleh Bendahara 
Gaji pada Perangkat Daerah/BUMD/Kecamatan 
kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat 15 
April tahun berikutnya dan digunakan sebagai dasar 
penyusunan LHKAN. 

(6) LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
selanjutnya disampaikan kepada Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi paling lambat 30 April tahun berikutnya. 

BAB IV 
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

APARATUR NEGARA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 8 

Unit Pengelola LHKAN terdiri dari: 
(1) Unit Pengelola LHKPN; dan 
(2) Unit Pengelola Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan; 

Bagian Kedua 
Unit Pengelola LHKPN 

Pasal9 

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk 
Unit Pengelola LHKPN. 

(2) Struktur Unit Pengelola LHKPN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. ketua, selaku koordinator; 
b . sekretaris; dan 
c. anggota. 

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat 
(1) berkedudukan di BKPSDM. 

(4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas: 
a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal 

pemantauan dan evaluasi terhadap keputusan 
wajib LHKPN dalam melaporkan dan 
mengumumkan harta kekayaan serta pemantauan 
aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id; 

b. menyampaikan data perubahan wajib LHKPN 
kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember 
setiap tahun; 

c. mengingatkan wajib LHKPN untuk memenuhi 
kewajiban penyampaian dan pengumuman 
LHKPN; 
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d. melakukan koordinasi dengan KPK terkait 
penyampaian LHKPN; 

e. menerima user id dari KPK untuk pengelolaan data 
wajib LHKPN; 

f. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda 
terima LHKPN dari KPK atau wajib LHKPN; 

g. menyampaikan kembali tanda terima dari KPK 
kepada wajib LHKPN; 

h. menyampaikan rekapitu1asi nama dan jabatan 
wajib LHKPN kepada KPK; 

1. menyampaikan perubahan nama dan perubahan 
jabatan wajib LHKPN kepada KPK dengan 
menggunakan user id dari KPK; 

J. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian 
LHKPN terhadap wajib LHKPN; dan 

k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKPN 
kepada Bupati. 

(5) Struktur Unit Pengelola LHKPN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Bagian Ketiga 
Unit Pengelola Rekapitulasi Surat 

Pemberitahuan (SPf) Tahunan 

Pasal 10 

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir rekapitulasi Surat 
Pemberitahuan (SPf) Tahunan dibentuk Unit 
Pengelola Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPf) 
Tahunan. 

(2) Unit Pengelola Rekapitulasi Surat Pemberitahuan 
(SPf) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berkedudukan di Inspektorat. 

(3) Struktur Unit Pengelola Rekapitulasi Surat 
Pemberitahuan (SPf) Tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari : 
a. ketua, selaku koordinator; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. 

(4) Unit Pengelola Rekapitulasi Surat Pemberitahuan 
(SPf) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a. melakukan koordinasi dengan Kepala PD da1am 

hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan 
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPf) Tahunan 
di lingkungan kerj any a; 

b. mengingatkan Aparatur Negara tidak Wajib LHKPN 
di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi 
kewajiban da1am penyampaian Surat 
Pemberitahuan (SPf) Tahunan; 
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c. menyampaikan surat edaran Bupati terkait 
Rekapitulasi Penyampaian Harta Kekayaan 
Aparatur Negara melalui Surat Pemberitahuan 
(SPT) Tahunan kepada Kepala PD; 

d. menerima dan menyimpan Rekapitulasi Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PD dan fotokopi 
bukti penyampaiannya; 

e. menyampaikan kembali tanda terima dari unit 
pengelola LHKAN kepada Kepala PD; 

f. melaporkan hasil rekapitulasi Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pemerintah Daerah 
kepada Bupati; 

g. menyusun dan menyampaikan Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Negara yang telah disetujui 
Bupati kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi. 

(5) Struktur Unit Pengelola Rekapitulasi Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur. 

BAB III 
PEMBINMN DAN PENG AW ASAN 

Pasal 11 

( 1) Bupati melakukan pembinaan dan 
terhadap pelaksanaan LHKAN di 
Pemerintah Daerah. 

pengawasan 
lingkungan 

(2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis 
administrasi dilakukan oleh Inspektorat. 

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas : 
a. pemantauan kepatuhan penyampaian LHKAN; 
b. koordinasi dengan unit pengelola LHKAN guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 
c. peyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas 

kepada Bupati setiap akhir tahun. 
(4) Kepala PD melakukan pembinaan dan pengawasan 

atas pelaksanaan pengelolaan LHKAN di lingkungan 
kerjanya. 

BAB IV 
LARANGAN 

Pasal 12 

(1) Unit Pengelola LHKPN dan Unit Pengelola Rekapitulasi 
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilarang 
memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib 
LHKAN selain kepada KPK, Bupati dan pihak lain 
sesuai wewenang yang dimiliki berdasarkan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan. 
(2) Wajib LHKAN dilarang menyampaikan laporan yang 

tidak benar. 

BABV 
SANKSI 

Pasal 13 

(1) Wajib LHKAN yang tidak menyampaikan LHKAN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 
ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Wajib LHKAN yang terlambat menyampaikan LHKAN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 
ayat (1) diberikan sanksi administrasi sesuai 
keten tuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Unit Pengelola LHKPN dan Pengelola Rekapitulasi 
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa teguran secara 
tertulis. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 
unit pengelola LHKPN dan Unit Pengelola Rekapitulasi 
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lamongan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

(1) Aparatur Negara yang sedang menduduki jabatan 
tetapi belum pernah menyampaikan LHKPN dan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib mengikuti 
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 
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(2) Kepala Desa selain yang disebutkan dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf U), melaporkan harta kekayaannya 
berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 
Tahun 2020 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan 
Harta Kekayaan Kepala Desa di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lamongan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2019 ten tang 
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lamongan (Serita Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2019 Nomor 19), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 21 Juli 2023 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd. 

YUHRONUR EFENDI 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 21 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

ttd. 
MOH NALIKAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN~I:AMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 33 

~ Salinan ses-Jk dengan aslinya 

li~ PA~ UKUM, 
M. RO'IS 

NIP. 19710615 200312 1 007 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 33 TAHUN 2023 

TENTANG 

KEWAJIBAN PENY AMPAIAN 
LAPORAN 
APARATUR 

HARTA KEKAYAAN 
NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

1. Formulir Permohonan Aktivasi e-Filing LHKPN 

fORMULIR PERMOHONAN 
AKTIVA.Sl PENGGUNAAN APUlCASI ,e -FIUNG lHKPN•) 

(DUsl oleh Penyelenuara NepTn) 

l. lOE.NTITAS PENYElENGGARA NEGARA 
NII( 

NAMA LENGl(AP 

TEMPAT /TANGGAL LAH-IR. 

JE.NIS KELAMIN 

NIP/NRP)lr.OMOR Pf:GAWAI 

INSTANSI 

U NIT KERJA 

SUB U NIT KERJA 

JAB.A.TAN 

AL.A.MAT EMAIL 

TULIS Ul.A!NlG /IA.AMAT EMAIL 

NOM.OR HP 

. . 
· 2. DEANISI UMUM 

a.. Pienyelet'lfliira Nepra, selanjulnl{a disebut Pit ada.lah Pejabat N1!41ara yang me11jalankan fun8:si etsetutif, 
legislatif, ata1.1 vudfk.atff da.n pejabat lain yans fungs,i dan tugas pokolmya bert.ai:tan• ideng:an 1~raan 
negara al:au pejabat publik fainnya se:suai df!11'is;tn ia!b?rltuan peraturan p«undaf11 und0-1111J1ny.ing beriaku. 

b. Komlsl Pemberanu.sa:n ICorupsi, selanjutJnya dr:sebut DK ada1ah lembaga benla!sartan Undang-Undal'lg 
Nomor 30 T:ahun 2002 tentani; Komisi ,Pembenn.tasan Tindak Pidana Korupsi yang berwen:anis. untul 
melakukan pendaltarandan pemeriksaan terhadap LHKJIN 

c. ApJlkilSI e-Alin& LHKPN adalah sirum inf'om1asi y.ans merupakan subb.ilgian dari Aplitasi e-LKK?N yang 
digul!lalcan oJeh PN untuk mengjsi Laporan Ha.eta Kekayiia.n Penyelengara Negara ILH KPNI Sl!'Cilra ,oril'fne 
melalui jaril'lltan internet del'lltan mengstinalcan perangkai tunak browser pada kflmpuh!r mel.ahii alamat 
ef!Jtno );pk RP r;t , 

d. U.remame adalilh ident~ umlc. m1!J\Jju'k pada NIK ya_n.,g dimil'iki o1eh sfliap PN yang harus 
diall!1tumkan/dilnput da:1am .R!liap ~gunaan Ap(ikasi e-Filins LHKPN. 

.,_ Pas.rword adalah identifitasi pnoadi yang bersiht •rallasia dan hanva dib!tahui oleh ,PN serta harus 
dicantumkan/diin t oleh PN a.da saat men unakan A lik.w e--Fiti LHKPN. 

11.. PN meo,gj:n dan menandatangani Formulir Permohooan Aktivasi Pet\ggunaan Aplika:sii e-Filin9 LHKPiN yang 
dapat diperoleh dii JC.an.tor KP~ diunduh dan situ~ lmk RR Id dan eltJl!;pg tpk :RR jd a:tau da:ri Penselot:a LHQIN! di 
51\gfrungan lnstansi t,empat PN berdmas. 

b. B.agi ,PN yang memitila pas;anga,11 yans juga berk:edudukan sebagal PN malca masin11-masinlj tet~ meng1si 
f-ormulir PermCMlonan Aktivasi P'enggunaan Apliltasi e-fllinis. LHJ(PN. Derigan demjkf.al!1, m.asins-mastns akan 
memperoteh Usemame dan P-assworr/ yang befbeda_ 

c. PN ha:rus memllild nomor HP dan a1amat email y.an11 aktit 
d. PH tel ah ri,,endapaUcan Usemame dan Password dari QIK wi~ulc hperfuan. attivasi d i sirus e-Filins, LHK9N. 

H~laman J dar1 4 
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4. KETENTUAN PENGGUNAAN APUKASI e-FILING LHKPN 

a.. PN dapat menssum1kan Ap1iltasi e-Fiti11g LHIPN unM m.endc1patkan imormasi da111/atao melalwbri akffiias 
elektrooikya:llll tef.ifl ditentakan oleh KPK. 

b. Pada s.iat pertama tali rnenggimakan Apfikasi e-Rling LHKPN, PN dTha,ruskan mela1'uk.-an ak.tivasi a'ku111 den41an 
mengklil; ta.utan (link) vans telah dikirimkan ofefi KIil te afamat email vans didaftarkan ole_h PH. Tautan illi 
alran mengarafl.kan PN ke halaman LOBin di Afl,libsi e-Filirl,i Ul KPN. 

c. Untuk. Logia pertama ltafi PNdimim:ta untut me-masukan Usetname dan Password~ teliffl dikirimltan oleh 
KPK melakrl alamat emi11I yang tefah dida.ftcJJkan oleh PN. 

d. Setelah berflasil login, Apti\asi e-Fi'li11g LHKPN alrari mengarahl:a.n PN untuk men-sganti Password. 
e. Untuk. s.etia;p penBSunaanAplikasi e-f-ilillg um>N: 

11 PN wajfb memastitam ketEpatan pe-lllJi:sran data LHKPN dan ke~41k.apan dokumen pendukung seruai 
de-~n petunjuk. peflgjsian UIK]>N seGra wne. KPK tidak berta~gung Jaiwab oorha.dap segala akibat 
ap-apun y.ing mungkin timbu! dari kela.lai.111, ketidaklengkapan, ketidatjelasan ata.u k:etidaktepata.n 
pelll!isfan data LHX·PN ofeh PN. 

2) Setelah selesai m~isi LHKPN~ PN dapat tembali meblwlra.n pel'lgecebn dan/.at.iu mengubah isian data 
LHKPN sebelum mengirimlran k-~ada IJl K dqan merigtlil: tomboll Sttbmit 

3) 5elanjutnya PN at.an mem,peroleh One rmie Password 1fO"W) yang akan dikirimkan ke namer HP yang 
teJah didaftart.an PH, sebagai olorisasi pengiriman LHl(PN 5l!Gira onl'ine dan bukti bi3i11j KAA bahwa PN 
Yilf\i bersan~utan sebagai pemilik Usemarne. 

f. Dafa LHKJlN yans tetah d:'ikirimkan me:talui ~itasi e-Filmg LHKPN dengan men1Jgunakan Us:ernamt dan 
Ptmwordakan dccatatoleh datahim! IP« sebagai D.it:a LHIJlN yang telahterotorisasi c!Thetahui dan diserujui 
o1eh PN sElaku pemi'Jik Usemarne. 

a. IJlKmenerima danimengolah data LHKPNdari PN,sesuai denga.:n ket:entuan p1oseduryan,gbefla~ di IJlK. 
b. PN menget:ahui dan menv,etujoi balwwa: 

ll) dfmsan me:nuunakan Apfikasi e-Hling UIIP N.. semua a.ktivit:as elek.troniJc dari PN yang antara lain lerdiri 
atas pe11gisian data, p_eogiriman data. oto1isasi data, komuni'kasi emaif, disimpan sec.ara erettronik dalam 
database KPI<. 

2J Semua b«ltuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal baID: melalui alamat email resmi [PK 
antara lain di elhkpn@tpyo.id dan af.amat email PN yang didartar1can dapat dituangkan dalam benh.11i: 
dolwmen elektrooik maupun do.kumen tertulis yang memili~ ltetuatan pembuktian. 

1. IP K berhak mensJ!en.tikan Aplil:asi e-filiras LHKPN untu- :sementara widtu maupun untulc jangka w_nm 
ledenh.1 yang dill!ntukan oleh KPK untut k.epertuan pemba.harua:n,. pemefiharaan atau untut tujuan l.iin 
denean alasa_ri apapun y.ana diangsa,p bail: o:km QJK. U:ntut itu IJl;K lidak berlanggung jawa_b :atls seg.ata 
tonsetuensi yang timhu1 at~ penghentian sementara Aplihsi e.filing LHKPN !kepad.i siapapun. 

S. U5.£RNAME DAN PASS\\fORD 

L Us-emam~ dan Pas.sward men.-paian kode yang: bersirat r;wsia dan pet'ligW\aannya: me-'lelcat pada PN. 
IJsemame befs'ifal teta.p ctan tidat dapat diubah tembal~ sedangka11 Posswo,d dc1pa.t diubah se:suai tebutuhan 
PN di ApU:.m e-fifi11g lHKPN. 

2. PN wajib mengallli1lkan Pa.ssworo dengan ma: 
111. tidat memberit:ahukan Password kepada orans lam 
b. tidal: me-ocatalikan P'ass-wa.d pada k:ertas a tau media lainnya Yiillll, rnemungkintan d[ket.afu1 i oranl!J lain. 
c. meW:uk:an alrtivasi d3n me:ngganti Poswa1d sese_gera munglin setelah tfil;irimlcan oleh kJIK. 
d. men,seanti Pas:sw.ard sec.ara be:rika.la.. 

1 . Dalam hal PN meJl8etahui atau menduga Use.mame dan Password tefah diketahlli dan/atau disalahgunakan 
o1eh orang lain y.ang tidal!: be!lllenang mab PN wajib, Sl,\gera melalrukan tindabn pms:am;anan denpn 
me:ngganti Panword. Apabi.la brena s;ahl dan lain ha.I PN tidak dap.at mfllgganti f'asrword maka PNI w.ajib 
memb~tahulml seara terlulis lcepada lll!PX. 

4. Se'beJurn diierimanya permmtaan seb.agaimana dimatYJd dalam An~a 3i o1eh KPl m.1ta seluruh aktfvitas 
elelrtronik abs pe11ggunaan Usemame dan Pamrrord nulik PN sepenuhny.a menjadi tanggana jawab PN. 

l M 1.C H.!llmum 2 d11r1 4 
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6. PENGHENT1AN AKSES t:E APllKASI e-F1UNG lHl(PN ~ 

1. Akses A,plitasi e-Fili.lli U{KP'N axan dthmtik.an ollm KPIC apabila: 
~- PN meninssal d uni a; 
b. PN tidak mengingat r.nformasil LJsemame:, Pa.mwrd dan al,amat emaJJ vang didaftartan; 
c. diterim..inya ta-par.an t.ertulis dari IPN mengemu dugaa.n at:au diketa'1ui:nya p,eflSiW\ilan Useroame dan 

PomvOf'd oleh pmat lain yang tid.a'k berwenang; 
d. KP,K mefaksan,ak.an w.alu uhilfUsa.n sewai ketentuan perimda_n,g-undanga11 yang berlalw. 
e. tt'.fdapat s~ab-sebab faiooya dibre-nabn kendala 'teknis_ 

z. U Atuk mebltukan a.tt:ivasi kem'b.al'j, PN h~ merigtUJbungj Pfll~lofa UiKPN di ingktmgan lnrtansi tellij)ilt PN 
berdinas atau K9K unlulc melakulkan ftara_n u1 

Pemya.ban ini merupatan lcebfjakan l(pl( mengenai abe5 PN Ice Apllcasi e-Fiting UlKPN. Penandatan.ganan 
Formulir ini dan perigguna.an Aplita e-R~ LHKPN oleh PN1 menunjukbn bahwa PN lei.ah menerima dan 
mer,getahuj pemya.taan sebasaimaaa di bawah ini. 

TldaJr Adai Ja.minan 
Wala11pun l'cehali-ha.tian tetah diterap:kan dalam menyiapkan infonmm dan materi yang terkandc111g dalam 
Aplita.si e-filmg UikPN, namun informasi dan materi disamp.wkan lcepada PN dalam ke.adaao *sebagaimana 
ada.nya•, tanp,a jaminan apapun. ba[i sec an 'tei,J5 at!iu ter5irat. terutama tidak ada pemberian jamimm o[tas tidak 
ada.nya pelangaran k~amamm, pelanimaran hale atau temebasdarivirm tomputer. 

PenlJlllO¥iil1 tnformasi 
lK tidak akan mensungkapkan info1ma.si dan/atau dat.a mengecnai PN seLain wituk Jre-p1mtingan pe:ngumuma.n 
barta lkeJ,:ayun kepada publik d.eng;m memperhatikan pJ1nsip keterbutaan cnfarmasii publil.. 
Penga\se.san Aplika.si e-f ifi1'11 l.HXPN d.ari Taut.an Situs Lainnya 
Apabila IPN mengakses e-fiBng LHKPN da.ri taut.an flini) dalam situs lainnya mah K:9,K tidak berlansgw,gjaw.ab 
atas kebijakan hak pribadi tp.m,Dcy policy) at.au isi dari situs tersebul 

Komunlbsl Internet 
D>I tidak berlanggung jawab deng,an eara apapun atas setiap tffllgjan y.u,g dialami oteh PN, baik Lang~g 
maupun tidak langsq akibaJ lromunikasi i ntemel yamg terhenlj semerwtara yang diakrbatb.n o!ell transmb.i 
lerputos, transmlsi tertunda dik:iarembn lalu lintas tntemet. tr.ansmisi data yane tidak tepat sehubung;m dengaR 
'fa ·rtd 'int da I I ta· I ' 

8. NIK, NOMOR HP DAN Al.AMAT EMAIL 

NlK, oomo1 HP d.an alam.at email VaJlll dicantumkiYl di b~h ini akan dtdaft:arkan oleh Kill k_e dalam Aplikasi 
e-Filing LHKPN dan akan drpiugWJakan seba,gai saran a a'ktivat'5i dan otorisasi dalam ranf!,lca petatsanaan kewajiban 
terkiiit penyamp.aian tapo.ran harts lcekayaan melaluiAJJ(ika_sj e-Filing ll-lkPN. 

NIK 

NOMO.R HP . 

Al.AMAT EM~ L 

i 

I 

El 
HAlaman 3 dlll'1 4 
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2. Format Rekapitulasi LHKAN melalui SPT Tahunan 

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR 
NEGARA (LHKAN) MELALUI SPT TAHUN 20 . .. 

Nama lnstansi : 
Status 

Nama Laporan 
Nomor Bukti No. NIP NIK NPWP SPT Tanggal Lapar Pegawai 

Belum / Lapor 

Sudah 

3. Format Laporan Penyampaian LHKAN 

REKAPtTULASI PENYAMPAIAN 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) 

(xx April 20xx) 
Nomor 
Lamplran 
Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN 

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl 
di -

Tempat 

Menlndaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor Tahun 2022 dalam 
rangka meningkatkan lntegritas dan komitrnen seluruh Aparatur Negara dalam rangka 
mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan (diisl sesuai 
nomenklatur instansi pemerintah). Kami laporkan hasil penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). sebagai berikut: 

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN' HARTA KEKAYAAN APARATUR 
NEGARA (LHKAN) 

TAHUN ..... 

No Keterangan Jumlah 

1. Jumlah seluruh Aparatur Negara 
a . Wajib LHKPN 

b. Tidak Wajib LHKPN 

2. Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pe1aporan harta 
kekayaan melalui LHKPN 

3. Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta 
kekayaan melalui LHKPN 

4. Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi 
harta kekayaan melalui SPT Tahunan1 
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5. Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi 
harta kekayaan melalui SPT Tahunan 

6 . Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan 
Harta Kekayaan Aparatur Negara 

Catatan : 

1. Bentuk tabel1 dapat disesuaikan dengan lnformasi tambahan lainnya Oika 
diper1ukan) seperti jenis atau status pega.waVpersonil, serta rincian unit kerja. 

2. Tahun pelaporan LHKAN berupa LHKPN maupun SPT Tahunan merujuk pada 
tahun terakhir sesuai dengan ketentuan pelaporan masing-masing. Sebagai contoh 
pelaporan LHKAN tahun 2023 hanya berisi LHKPN sesuai Lembar Penyerahan 
Formulir LHKPN Tahun Pelaporani .2022 dan SPT Tahunan sesuai Bukti 
Penerimaan SPT Tahun Pajak 2022. 

Demikian rekapitutasi penyampaian LHKAN disampaikan, atas perhatian dan 
kerja sama yang baik disampaikan terima kasih. 

Plmpinan lnstansi Pemerintah 

Nama dan NIP 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd. 

YUHRONUR EFENDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPAL~ ~Afrttir J HUKUM, 

li.r::_ nv ~ 
~ M. RO'IS 

NIP. 1971()6lt5 200312 1 007 
/. 


